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PENETAPAN
Nomor: 0225/Pdt.G/2016/PA.Tse.

o} =T ) =
f—:\\_’&‘-‘ﬂiﬁr —

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksan dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan
Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal diKecamatan Kecamatan
Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan; Selanjutnya disebut
penggugat,

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak
bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Kecamatan Tanjung
Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut
tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16
Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor
Nomor 0225/Pdt.G/2016/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas
sebagaimana bukti berupa  Kutipan Akta Nikah Akta Nikah Nomor
K-1/160/VIII/1993, tertanggal 20 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Tanjung Palas;
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung palas Utara, kabupaten
Bulungan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Egi Bayu Utomo bin Eko Hariyanto, umur 21
tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak
harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan
oleh karena tergugat sering menerima sms dari seorang perempuan dan
penggugat mencurigai tergugat punya wanita idaman lain (selingkuh);

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Juni 2016 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan
untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap
sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan agar dapat rukun dan
kumpul kembali dan upaya perdamaian berhasil dilaksanakan dan Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencabut perkaranya
dengan alasan penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa tergugat belum menyampaikan jawaban atas
gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya

dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan
Nomor 0225/Pdt.G/2016/PA.Tse dengan alasan antara penggugat dan
tergugat telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal
56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan
jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan
perkara oleh Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Ry;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara ini
dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
penggugat;

Mengingat segala ketentuana peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor
0225/Pdt.G/2016/PA Tse dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara:

3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 06
September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 H oleh kami
AHMAD ASY SYAFI'l, S.Ag sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN,S.HI. dan
MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan
putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IWAN
ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis | Ketua Majelis,
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BASARUDIN, S.H.I. AHMAD ASY SYAFTI'l, S.Ag

Anggota Majelis I

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI
IWAN ARIYANTO, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 500.000,-
3. Biaya Proses : Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 591.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



